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BUP ATI BARITO TIMUR 
PROVINSI lu\LIMANT,AN TENGAl-1 

PERATURAN DAERAl'i lu\BUPATEN BARITO TIMUR 

NOMOR 4 TAiiUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

!\1enimbang 

1engingat 

• 
• 

• 
• 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP1ATI BARITO TIMUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae:rah sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 
berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari l<orupsi, 
l{olusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

• 

Republil< Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tah"L111 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, I(abl.1paten Se1·uyar1, l(abupaten 
Sul{amara, I(abupaten Lamandat1, I(abt1paten G'L1nung Mas, 

Kabupaten Pula11g Pisau, KabL1paten M1..11~ung Raya dan 
l{abupaten Sarita Timt1r di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lemba.ran Nega1-a Rept1blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180); 
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8 . Undang-Undn11g Non1or 1 7 'l'a h tl n ::-2001 Len tung K1.;u r1.ngu? 
Ncga1·n {Lc1nbr11~a n Ner~;1rr1 R c.; f)l ll) l_]{ JncJo r1 eHi ,1 'rc1.hun 2 oc~ 3 

, 1 ... 1 · k I d on cs 1 a No1nor 47, rr n 1nbr1]1 :111 IJC ltl l)cl r rJ n Nci 1aru f<cpu) 1 \, n 
No11101· 4286); 

4 . U11da11g-U11d n11 g No111or 1 l '£1l1u11 2004 

Pc1·bc11dn l1 E1 14 nn 11 N cgrlr'tl (I ✓c rn 1)8 r f111 N cgar Et 

tcntang 
Rcpublik 

I 11do11csia 1"'t1.l·1u11 2004 N C)rr1or 5 , 'fam bah an Lcmbaran 

N cg n 1· n R c }1 u b 1 i l< I 11 cl o 11 cs i r1 N (J m o 1-- 4 3 5 5) ; 

5 . U11d E111g-u ·11dR11 g Nomo1 .. l 5 'l",.1ht1t1 20104 ten ta n g Pcmeriksaan 

I:Jc11gclolaa11 clan "fan ggu.n g J a wa b J{cu a n gan Negara 

(Le111ba1·a11 Ncga1·tl 1-~CJJUblil<: I11d on esia rrahun 2004 Nom or 

66, Tambal1a 11 Lc111bara11 Negara Rcpublik Indone s ia Nomor 
4400); 

() . U11dar1g-Unda11g Nomor 25 TahlLn 2004 tentang Sistem 
Pe1-enca11aa11 Pemba11gt1nan Nasional (Lembaran Negara 
Republil< Indonesia Tahun 2QOL Nomor 104, Tambahan 

Len1baran Neg,ara Rep·ublik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 33 T,ahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan .~ntara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran I'~egara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daera l1 (Lembaran I'l'egara Rept.1blik Indonesia 
'fahun 2014 Nomor 244, 'famba ha11 Lembaran Negara 
Republik Indonesia Non1or 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah tera khir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 'fal1t.111 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
I<edudukan Protokolet" dan J(euangan Pimpinan clan Anggota 
DPRD (Lembaran Nega1~a Rcpublik Indonesia Tahun2004 
No11101· 90, rrambahan Lcmbar-a11 Negara Republik Indonesia 
No1no1· 4416) selJagaimana tclah diubah beberapa kali 
te1·akl1i1· dc11gan Pc1~utu1·an PcmcrintaJ1 Nomor 21 Tahun 
2 007 t e 11ta 11 g J=>c1-1-ibah a11 I{ctiga J\tc1s Pcra turan Pemerintah 
No1n o1 .. 24 Ta hu11 2004 tc nta n g I<ccludul<an Protokoler dan 

l .. cu a11ga11 Pi1n pinan dan J\1'1ggo ta Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Dacral1 (Lcn1baran Ncgt1rE1. r~cpublik Indonesia Tahun 2007 

N o 11101· 47, 1'ambal1anLcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
No111or 4 712); 

12. Peratu1-a11 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan l(eua11gan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republil{ Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambal1an Lcmbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemeri11tah Nomor 74 Tahun 2 1012 tentang Perubahan Atas 
Peratura11 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pe11gelolaan I{euangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16 . Pera turan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 te11tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'fahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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18. Peraturan Pemeri11.tah Nomor 12 T a hun 2017 tenta n g 

Pembinaan da11 Pengawasan Pemcrintah Daera h (Lembaran 
Negara Republil-c Indonesia Ta hun2017 Nomor 73, Tambahan 
Lemba ra n Negara Rcpublik IndoJ1csia Nomor 6 041); 

19 . Peratu1-an Pc1neri11ta h Nomor 18 Ta hun 2017 te n tang Hak 

T(etia n ga n dan /\d111inist1-atif Pimpina n dan Anggota Dewan 
Pe1·\\'akila n Ral<yat Dacrnl1 (Lcmba ra n Nega ra Republik 
l11d oncsia Tal1u11 20 17 No1no1,. 106, Ta mba h an Lemba ra n 
Negar a Rcpublil< lndo11csia No1nor 6057); 

" .. O. Pc1·atur·a11 Pcmeri11tal1 Nomor 2 Ta hun 2018 te n tang Standa r 
Pela) a 11 a 11 Mi11ima l (Lcn1bar n11 Negara Rcpublik Indonesia 
Tal1u11 2018 Nomo1· 2, Ta111ba h a n Lemba ran Negara Republik 

l 11donesia N omo1· 6 178); 

.L. l . Pe1·a tu1"an Pe1ne1-intal-1 Nomor 56 Ta ht.1n 2018 ten tang 

Pi11jama 11 Dae1·a h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal1u11 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

22 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan I<.euangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor O 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pademi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

2 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19; 

25. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19); 

26 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten.ta ng Pedoma1'1 Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaima n a telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 



(B e1'" ita Negara Republil< I11donesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaima11a te la h be ber a pa ka li d.iuba h te rakhir d e n gan 
Pera turan Me11tcri D alam Ncgeri Nomor 99 Ta hun 20 19 
te11ta ng Perubal1a 11 I(elima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nom or 32 Ta hun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibal1 d a 11 Ba11tl1c1n Sosia l ya11g bcr sumber dari Anggaran 
Pe11dap£1ta11 d a n De la 11ja Da cral1. (Be rita Negara Republik 
I 11do11 csia Tal1un 201 9 Nomo1· 1560); 

28 . Pe1~a tt1ran Mcntc1·i Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 
tenta 11g Pe1·uba l1a 11 atas Pera tura n Menteri Da lam Negeri 
Non101

4 80 Ta hu11 20 15 tentang Pembcntul<an Prociuk Hukum 

Daerah (Ber~ita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

29 . Peratu1·a11 Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
te11tang Pedoma11 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Bela11ja Daerah Tal1un Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indo11esia Tahun 2019 Nomor 655); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

3 1. Peratur,an Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.7 /2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 

2020Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 
.2019 (COVID-19) · (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 250); 

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7 /2020 

tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana 

Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOI<) Tambahan 
Gelombang III Tahun Anggaran 2020; 

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
• 

HK.O 1.07 /MENKES/215/2020 ten tang Pemanfaatar). Dana 

Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan 
Dan/ Atau Pe11anganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020; 

34. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan 

Nomor 117 /l(MK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggara n Pendapatan dan Belanja Daer a h Tahun 2020 

Dalam Rangka Penanganan Corona Virl.ts Disease 2019 

(COVID-19), serta Pengamanan Dayel Beli Ma sya rakat dan 
Perekonomian Nasion a l· 

' 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ba rito Timur Nomor 16 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 
Nomor 16); 



r 

• 

• 

36. P'eratu1·an Daeral1 I<a bupaten Barito Timur· Nomor 5 Tahun 
2013 te11 tang Pol<ol<-Pol<o l< Pen gelolaan I<euangan Dae rah 
l(abupatcn Ba1·ito 1'i1nu1· {Lcmba ra n Daerah I<abupaten 
Bo.rite Ti1nt11· T Al1. u11 201 3 Nomc)r· 5); 

37. P c 1·i1tt11·n 11 Dac1·o l1 I a lJtlpa t c r1 No1no1· 2 Ta hun 2017 tenta ng 
H al I( t1n11 ga11 d cll1 /\cimi11i st1-tllif Pimpi11an Da n 
A11ggotaDc,\·a 11 Pc t,\1 n l<il c1t1 Rnl<y,l t Dncral1 (Le m bar·an Dae rah 

'-

l { n b t 1 pat c 11 Ba1·i lo "l 'i mur"f n l1 u n 20 1 7Nomor 34, 
Ttl111ba l1a 11Le1nba r·a11 Dac1·a l1 No n1 o r 3 1); 

3 R. P c 1·R t1..11·a 11 Dae1·al1 I~abupalc11 Barito Timl.tr Nomor 1 Tahun 

2 O 19 te11 t a 11g Re11ca11a Pem bangL1na n J a ngka Menengah 
Dae1·al1 l ~abt1patc11 Ba r·ito Timur Tahun 2018-2023 

(Len1ba1-a11 Dae1-ah I<abupaten Bari to Timt1r Tahun 20 19 
Non101- 46, Ta mbal1a11 Letnba ran Daerah Kabup,aten Barito 
Ti111u1· No111or 38) ~ 

39. Peratu1·an Daerah l(abupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 

2019tentang A11ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
l(abupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah I(abupaten Bari to Timur Tahun 2019 Nomor 56, 

Tan1bahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 
48); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

dan 
BUPATI BARITO TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

. ien e apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah l{abupaten S a rita 
Timur Tahun Anggaran 2020 diubah dengan rincian sebagai 
berikut: 

a . Pendapatan 
1 .. Semula 

2. Bertam bah/ (Berl(urang) 
Jumlah Pendapatan 
Setelah Perubahan 

b. Belanja 
1. Semula 

2 ,, Bcrtambah/ (13e1·l{l.l1·ang) 
Jumlal1 Belanja 
Setelah Perubal1an 
(Defisit) setelah perubal1an 

Rp. 
(Rp. 

950. 589. 048. 360 ,00 
92 .618.633.517,01) 

Rp. 857.970.414.842,99 

Rp. 

(Rp. 
973.692 .136.420,00 
55.267 .173.111,49) 

Rp. 918.424.963.308,51 
(l~p. 60.454.548.465,52) 



• 

c . Pcmbiayan 11 
1. Pencrimann 

1) Scmula Rp. 
2) Bertnmba h/(Bcl·kura n g) Rp. 

Ju1nlah Pcncrimaan 
Sctcla h PcrulJahon Rp. 

33. 103.088 .060,00 
37.351 .460 .405,52 

70 . 454 . 548 .465 ,52 

2 . Pc11gclua r[111 
1) Sc111ula Rp . 

2) Bcrta tnbah/ (Bcrl<urang) Rp. 
Ju1nla l1 Pc11gcluaran 
Sctcla l1 Pc rubahan Rp . 
Ju1n la l1 Pcmbiayaan Netto 
Setela l1 Pcrubahan Rp. 
Sisa Lcbil1 Pembiayaan 
A11ggara n setela h 
perub1ahan ta hun anggaran 
berl<enaan Rp. 

Pasal 2 

10,000.000.000,00 
0,00 

10. 000. 000 .0 100 ,00 

60 .454 . 548.465,52 

0 ,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a terdiri dari: 

(2) 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1. Semula Rp. 
2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 

Jumlah Pendapatan 
Asli Daerah 
Setelah perubahan Rp. 

b. Dana Perimbangan 

88.437 .482 .415,00 
19.190.180.630,00) 

69.247.301.785,00 

1. Semula 
2. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Dana 
Perimbangan setelah 
perubahan 

Rp. 710.054.575.000,00 

(Rp. 82 .897.870.000,00) 

Rp. 627 .156.705.000,00 

c. Lain-1,ain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1. Semula Rp. 152.096.990.945,00 
2. Bertambah/(Berl<urang) Rp. 9.469.417.112 ,99 

Jumlah Lain-lain 
Pendapatan Daerah 
Yang Sah 
setelah per~1bahan Rp. 161.566.408.057,99 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dima ksud pada 
ayat ( 1) huruf a terdiri da ri jenis penda pa tan: 
a . Pajak Daera h 

1. Semula Rp. 

2. Bcrtambah/ (I3erkura ng) (Rp. 
Jumlah Paja l{ Dae ra h 
setelah perubahan Rp. 

b. Retribusi Daera h 
1. Semula Rp. 
2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 

34.508.300.000,00 
13.643.300.000,00) 

20.865.000.000,00 

9. 922 .410.000,00 
4.385.660.000,00) 



r 

"Ju1nlah Retribusi Dae1·al1 
setelah pert.1 bal1a 11 Rp. 5.536. 750.000,00 

c. Hasil Pengelolaan l(e l<ayaa11 Dae ra h Yang Dipisahkan 
1. Se1nula Rp. 8.629.483.615,00 
2 . Bertan1 ba h / (Bc1·l<Urt.lJ~1g) (RJJ. 846. 267 . 635 ,00) 

Ju 111lal1 Has il Pc11gc lc)l rto.11 
l{c l<ayL1.tl11 Dt1cral1 Y [lng 

Dipisal1l<a11 sctcla l1 
per·ubal1a11 Rp. 7.783.215.980,00 

d. La in-la i11 Pendapa ta11 Asli Daerah Yang Sah 
1. Se111ula Rp. 35.377.288.800,00 
2. Be1·tambal1/ (Berkurang) (Rp. 314. 952. 995,00) 

Jun1lah Lai11-lain 
Pendapata11 Asli Daerah 
Yang Sah Rp. 35.062.335.805,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

(4) 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 
1. Semula Rp. 62.888.741.000,00 
2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 416. 976.000,00) 

Jumlah Dana Bagi Hasil 
Pajak/ Bukan Pajak ' 
setelah perubahan Rp. 62.471.765.000,00 

b. Dana Alokasi Umum 
1. Semula 
2. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Alokasi 

Rp. 504.448.525.000,00 
(Rp. 58.485.726.000,00) 

Umum setelah perubahanRp. 445.962.799.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 
1. Semula 
2. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Dana Alokasi 
Khusus setelah 
perubahan 

Rp. 142.717.309.000,00 
(Rp. 23.995.168.000,00) 

Rp. 118.722.141.000,00 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah 

1. Semula 
2. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 
Rp. 

14.122.500.000,00 
1.837. 900. 1000,00 

3. Hibah Setelah Perubahan Rp. 15.960.400.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

1. Semula Rp. 26.429.124.945,00 
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.155.219.887,01) 

Jumlah Dana Bagi Hasil 
Pajak Provinsi dan 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

• 



• 

• 

(1) 

• 

setelal-i pe1 .. ubal1an Rp. 22.273. 905.057, 99 

c. Dana Penyesuaia11 dan Otonomi I<husus 
1. Semula Rp. 22.738.237 .000,00 
2. Bc1·ta1nbah/ (Bcrl<u1·a11g) Rp. 12. 728. 244.000,00 

'--Ju1nla l1 Dn11u Penyesuaian 
dan Ot,01101ni I<husus 
setclal1 perubal1an Rp. 35.466.481.000,00 

d . Ba11tua11 l{euangan dari P1·ovinsi 
Ata1.,1 Pc1ne1·intal1 Dae1·al1 Lainnya 
1. Se111ula Rp. 1.500.000.000,00 

150.000.000,00 2. Be1·ta111bah/ (Berl<t1rang) Rp. 
Ju1nlal1 Bantua11 l{euangan 
dari P1"ovi11si setelah 
peru bal1a11 

e. Pe11dapatan Lainnya 
1. Sen1ula 
2. Bertambah/ (Berkura11g) 

Ju1nlah Bantuan 
l{euangan dari Provinsi 
DanPemerintah Daerah 
Lainnya setelah 

Rp. 1.650.000.000,00 

Rp. 87.307.129.000,00 
(Rp. 1.091.507 .000,00) 

perubahan Rp. 86.215.622.000,00 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana 
huruf b terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Semula 

2. Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Tidak 
Langsung setelah 
perubahan 

b. Belanja Langsung 

dimaksud dalam Pasal 1 

Rp. 552.769.121.513,00 
Rp. 48.260.770.826,67 

Rp. 601.029.892.339,67 

1. Semula Rp. 420.923.014.907,00 
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 103.527.943.938,16) 

Jumlah Belanja Langst1ng 

setelah perubahan Rp. 317 .395.070. 968,84 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a . Belanja Pegawai 
1. Semula 
2. Bertambah/ (Berkurang) 

1.Ju1nlah Belanja Pegawai 
setelah perubahan 

b. Belanja Subsidi 
1. Semula 
2. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Subsidi 
setelah perubahan 

Rp. 365.422.285.913,00 
(Rp. 17.509.117.555,00) 

Rp. 347.913.168.358,00 

Rp. 600.000.000,00 
Rp. 0,00 

Rp. 600.000.000,00 

• 



• 

c . Bcln11jf1 If iba l1 
1. Scmu]a Rp . 
2 . Bcrtombal1 / (Bcrl<ur c1 n g) Rp. 

J tl m 1 < 1 l 1 B cl an ~i a I-Ii bah 
sc tclnl1 l'cru l)al1n11 Rp. 

d . 8c 1 n 11j fl Ba 11 t ttf111 Sosi ell 
1 . s c 111 ll la R p . 
2 . Bc1~ta111 bal1/ (Bc1·kl1ran g) Rp. 

Jl1n1l,1l1 Dcla11ja Ban tuan 

15 .322. 9 00 .1000,00 
5 .879.664.112,00 

2 1.202 .564 .11 2,00 

2 ,500 • 000 I 000 ,00 
6 .553 .56 1.858,92 

sctela l1 pcru lJaha n Rp. 9 .053 .561 ;858,92 

c. Bcla11ja Bagi 1-Iasil Kepada Provinsi/Ka bupa ten/Kota 
da11 Pen1eri11 tah Des a 
1. Semula Rp. 5. 141.771.000,00 

2 .082. 729 . 87 4 ,45) 2 . Berta 111ba h/(Be1·kura ng) (Rp. 
Ju1nlah Belanja Bagi 
I-iasil l(epada Provinsi/ 
I<abupate11/I<ota dan 
Pemerintah Desa Rp. 3.059.041.125,55 

f. Bela11ja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, 
Pemerintah Desa dan Partai Polit ik 
1. Semula Rp. 161.782.164. 1600,00 
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 8.081.405.350,00 

Jun1lah Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada Prov/ 
Kab / Kota dan Pemerintah 
Desa setelah perubahan Rp. 169.863.569.950,00 

g. Belanja Tidak Terduga 
1. Semula Rp. 2.000.000.000,00 

4 7 .337. 986. 935,20 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 
Jumlah Belanja Tidak 
Terduga setelah 
perubahan Rp. 49 .337. 986. 935,20 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula Rp. 83.0 192.272.600,00 
2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 14.217 .379.280,00) 

Jumlah Belanja Pegawai 
setelah perubahan 

b . Belanj a Barang d a n Jasa 
1. Semula 
2 . Bertam bah / (Berl<:uran g) 

J umla h Belanja Bara n g 
dan J asa setela h 
per·ubah an 

c . Bela nja Moda l 
1. Semula 

2. Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Modal 
setelah perubahan 

• 

Rp. 68.874.893 ~320,00 

Rp. 203.2 00.436.178,00 
(Rp. 33.86 1.637 .484, 16) 

Rp. 169.338.798.693,84 

Rp. 134.630.306.129,00 
(Rp. 55.448.927 .174,00) 

Rp. 79.181.378.955,00 



( 1) 

Pasal 4 

Pcinbiayaa n Da.c1·ah scbagain1a11n di1na l<sud dala 1n pusnl 
l 11 u 1 .. u f c t c 1 .. d i 1 .. i d a 1· i : 
a . Pe11c1·in1aa11 scjumlal1 

1. Se111 ula Rp. 
2 . Be1· tnn1ba l1 / (Bc1·l<1t,lra n g) Rp . 

Ju1nlal1 Pe11e1·imaan 
sctcla l1 pcrl1b c=1 l1 an Rp. 

b . Pe11gelua 1·an scjumla l1 
1. Semula Rp. 

2 . Bertambal1/(Berl<urang) Rp. 
Ju1nlal1 Pengell1aran 
setelah perubahan Rp. 

33 .103 .088,060,00 

37 .35 1.460.405,52 

70. 454 . 548 . 465, 52 

10 I 000 I 000 e 000 ,00 
0,00 

10. 000. 000. 000 ,00 

(2) Pene1"i1naan sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a terdiri dari jenis pembiayaan: 

{3) 

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah 
1. Semula Rp. 33.103.088.060,00 
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 37 .351.460.405,52 

Jumlah SiLPA Tahun 
Anggaran Sebelumnya 
setelah perubahan Rp. 70.454.548.465,52 

b. Penerimaan Pinjaman Daerah 
1. Semula Rp. 

· 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 
Jumlah Pinjaman 
setelah perubahan Rp. 

0,00 
0,00 

0,00 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
sejumlah 
1. Semula Rp. 

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 
Jumlah Pengeluaran 
setelah perubahan Rp. 

Pasal 5 

10. 000. 000. 000, 00 

0,00 

10.000.000.000,00 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan 
daerah te,ntang Perubahan APBD. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah clan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 



(3) 

(4) 

c. be 1~a d a dilua 1· l<e nda li dan p c n garuh p e1ne rin tah d ae ra h; 
da n 

d. m e1nilil<i da mpa l<. ya ng s ignifika n te rha d a p a11gga ra n 
d a la1n 1·an gl<:a p cmulil1a 11 yang diseba bka n oleh kead aan 
,d a 1·u t" a t . 

Pe11da 11na n l<co.daa11 cia rura t yang bclum 
a11gga1-a 11yfl scbagaima 11a dima l<sud pada ayat 
111e11ggu11 £ll{a11 bcla11ja tida l< tcrd L1ga. 

tersedia 
(1) da pa t 

Dalam l1nl bcla nja tidal< tcrduga t idak m enc ukupi dapat 
dila l<1-1l<a 11 dc11ga11 car·a : 

a . 111c11ggu11a ]{a t1 da 11a duri hasil pcnj a dwa la n ula n g 
capaia 11 ta1·gct l<incrja progra m dan kegia tan la innya 
d a la 1n ta l1un a n ggara 11 berj a la n; d an/ a ta u 

b. 111e1na11faatl{an u a11g l<as ya ng tcrsedia dari selisih lebih 
r-ealisa si penda pa ta n a ta u selisih lebih realisa.si 
pe11e1Aimaa 11 pe1nbiayaan sebagaimana ya ng ditetapka n 
da la n1 Pe1 .. a tu1-a11 Dae1"al1 ten tang APBD. 

(5) Pen geluara n sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) 
tern1asul{ bela11.ja untuk keperluan mendesak. 

(6) I{r-i teria bela11ja u11tuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), mencakup: . 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang a11ggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabil.a ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat; 

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan 
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-S.KPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 
dim.aksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu 
dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 
Perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang be]um tersedia anggarannya, dan 
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 
a nggaran. 

Pasal 6 

Urajan lebil1 lanjut Peruba h a 11 Angga ra n Penda patan d a n 
Bela nja Daera h sebagaima na ciima l(st1d cla la m Pa sa l 1, 
te rcantum da la m Lampira 11 ya ng 1ne rl1pa l(a n bagia n yang tida k 
te rpi sahkan da ri Pera tura n Daera ~1 ini, le rciiri d a ri: 
a . La mpira n I Ringl{asan Peruba h a n Anggaran 

Penda pa ta 11 Dan Belanja Da erah; 
b. Lampiran II Ringkasa n Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut 
U1 .. usan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 



c. La mpira n III 

d. Lan1pi1·a11. I\! 

• 

f. La111pira11 IVB 

g. La mpi1·a n V 

h. Lampiran VI 

• 
1. 
• 
J . 

Lampiran VII 
Lampiran VIII 

k. Lampiran IX 

1. Lampiran X 

m. Lampiran XI 

n. Lampiran XII 
o. Lampiran XIII 
p. Lampiran XIV 

q. Lampiran XV 
r. Lampiran XVI 
s. Lampiran XVII 

Rincia n Peruba h a n Anggaran Pe1-idapatan 
D a 11 B e la 11j o. D a era h m e nurut Urusan 
Pcm er·inta h Daera h, Organisasi 
Pc11dapatan ,Bela nj a cla n Pembia )raan; 
Rc l<[lp itulasi Pcruba h a n Be lanja rnenurut 
U1·llsan Pem erinta h a n Daerah, 
0 1·ga 11isasi, Progra mda nKegiatan; 
Rel<api tulasi Pe11ggL1n aan Sumber Dana 

Me11urut J enis Penda patan dan Jenis 
Pe11eri.maanTerhada p Belanja dan Jenis 
Pengel lla ra n ; 

Rekapitulasi Peruba han Belanja Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Progra mDan I<egiatan; 

Rel<apitulasi Perubahan Belanja Daerah 
untuk l(eselarasan dan Keterpaduan 
UrusanPemerintah Daerahdan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

Daftar Perubahan Jumlah Pegavvai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 
Daftar Perkiraan 
Pengurangan Aset 
Anggaran 2020; 
Daftar Perkiraan 

Penambahan dan 
Tetap Daerah Tahun 

Penarnbahan dan 
Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun 
Anggaran 2020; 

Daftar Kegiatan-KegiatanTahun 
Sebelumnya yang Belum diselesaikan 
dan Dianggarl<anl{embali Dalam Tahun 
Anggaran ini; 

Daftar Dana Cadangan; 
Daftar Pinjaman Daerah; 
Laporan Realisasi Anggaran; 
Neraca; 

Laporan Arus I<as; dan 

l(ebijaka11 Akt,1ntansi dalan1 Pen)Tt.lsunan 
Laporan l(eua11ga n Pemerintah 
l(abl1pa ten Ba rito Timur; 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bt1pati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan. 



• 

Peratura11 Dae1·ah ini mulai be1·la l<u pacla tanggal dit.1ndangl<:an. 

Agar setiap ora11g 111e11getc:1.l1uinya, memerir1tahl{an 
IJengu11danga11 Peraturan Dacrah ir1i der1gan penernpatannya 
dalam Lembara11 Dae1·ah I{abt11)ate11 Bari to 'fim1..1r. 

Ditetctpka11 di 1'amiang Lctyang 

padt-t tar1ggal Ol{tob1er 2020 
• 
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